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BUPATI ACEH SINGKIL

Aonimbang  :a  bahwa dengan telsh dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1999, maks wntuk kelancaran Pemerintahan dibidang
Kesehatan agar berdays guna dan berhasjl guna, maka perlu dibentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keschatan Kabupaten Aceh Singkil
b bahwa untuk meksud tersebut pertu ditetapkan dengzn suatu Peraturan Daerah

Mengingat ! ! ndang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi daerah
mewa Aceh:
2. . lang-undang Nomor 23 Tahun 1992t ntang Kesehatan:

« lang-undang Nomor 14 Tahun 19991 1tang Pemerintahan Daerah; X

4 Pc.wran Pemerintah Nomor 7 Tahr 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan 1
Pemerigsh Dinlom Eidang ¥ eshatan Kepada Daerah;

5 Pt Pemoontsh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Organisasi Kegatan Instansi
Vertikal di Daerah,

6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tenlang Penyelenggaraan Otonomi |
Daerah dengan Titik berat Pada deerah Tingkat II;

7 Keputusan Bersama Menten Keschatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 48 /
MENKES / S8KB / 11 / 1988 Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyepahen Sebagian Urusan Pcmerntah
1 1lam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

8  .putusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Linerah dan Peraturan daerah Perubaha

9 1 putusan Menteri Dalam Negeri M mor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi % ~
du ah dan Wilayah;

10 Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman
Crganisasi Dinas Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Neged Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinag Kesehatan

(5]



Menetapkan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN

ON T ANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KARBUPATEN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

Daerah adalah Kahupaten Aceh Singkil,

Pemerintah Daerah adslah Pemenntah Kabupaten Aceh Singkil,

Bupati Kepala Daerah adatsh Bupati Aceh Singkil;

Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;

Fepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehutan Kabupaten Aceh Singkil,

Dinas Kesehatan Daereh adalah '~~ingkat Pemerintah Daemh untuk melaksanakan

suzsn  Pemnerintahan  dibidang s hatan  yang  telah  diserahkan dan  tugas

pr1 1bantuan;

g. 1T L Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unswr Pelaksana untuk melaksanakan
tuy < Dinas Kesehatan di lapangan;

h Puskiusmas adalah suatti sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan
secara paripuma kepada masyarakat di wilayah kena tertentu,

e T = S o T

BABII
ORGANISASIT
Bagian Pertama
Kedudukan Tugss dan Fungsi
Pasal 2

(1) Trnas Keschatan adalah Unsw "elaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
¢ Tidang kesehatan,

(2) T nas Kesehatan dipimpin oleh seorang ¥epala Dinas yang berada dibawah dan
L 'anggung jawab kepada Bupati

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyasi tugas menyelenggaraken sebagian urusan rumah tangga
Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan
vang diberikan oleh Pemenniah Daerah dan Pemerintah Daereh Istimewa Aceh

Pasal 4

Unbk menyelenggarakan tuges tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempurtyai

finpe

3 ; mbinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan pengikatan (prometif),
. mncegahan (preventif), pengobaran (kuratif), pemulihan (rehaabilitasi) berdaserkan
kebijaksanaan yang ditetapkan olet CGubemur Kepala Daerah Istimewa Aceh



b, Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan
kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan.

¢. Pembinaan operasional sesuat kebijaksanaan yang ditetapken oleh Bupali.

Bagian Kedun
Susunan Organis:si
Pasal 5

(1) * aanOrganisasi Dinas Kesehatan di:1ah terdin dari :

a Kepala Dinas.

1 Sub Bagian Tata Usahaa.

¢. ‘“eksi Kesehatan Keluarpa dan PKM.
Seksi pelayana Kesehatan

e. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P
dan PL).

f  Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keschatan adslsh sebagaimana tersebut dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraaturan dacrah 1n.

Paragra: I'ertama
Sub Bagian tata Usaha
Pasal 6

Sub [lugian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana,
program kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, humas dan protokol penyusunan dan
statistik penggandaan, perlengkapan tugps-tugas umum serta pembuatan laporan kerja
dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Tenyusunan rencana din program, penyusunan data statistk, surat-menyurattugas-
-as umum, perlengkepan kenor Jdanggaan, humas dan protokol serta pembuatan
poran kerja
b .’ ngelolaan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai.
¢ . ngelolaan keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha tercuri dan :
8, Urusan Umum
b. Urusan kepegawaian.
¢. Urusan Keuangan
Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas menyusun rencana program kerja data, statistik,
perlengkapan humas dan protokol kerumah tanggan serta umun



(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan  administrasi,
kesejahtraan dan latihan pegawai

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan  keuangan  dan
perbendaharaan.

Paragraf Kedua
Seksl Kesehatan K« {uarga dan PKM
Pasa. 0

Sel  Hesehatan Keluarga dan PKM mempunyni tugas menyelenggarakan pembinaan
kese' n by  Anak dan Keluargaa Berencana serta pemyuluhan kesehatan kepada
masy. at

Pasal 11

Untuk melaksanekan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM
mempurtyai fimgsi :
3. Pembmaan usahs keschatan Ibu dan Anak melalsi Puskesmas dan  uniteumit
pelayanan kesehatan.
Penyelenggaran penyuluhan keschatan kepada masyarakat,
¢ Pembinaan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.
d ¥ mbinaan dan penyuluhan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM terdiri dari -
&. Sub Seksi Kesehatan Keluarga

b. Sub Sekst Giza

¢. Sub Seksi PKM

Pasal 13

(1) Sub Seksi Keschatan Keluargs mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolsh
hahan pembinaan kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga serta pelayanan kesehatan Tbu
. ng menderita penyakit kandungan

(2) b Seksi Gizi mempuryai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan
‘nyelenggaraan pembinaan gizi kepada masyamkat dan memonitor status gid
i+ asyarakat

(3) Sub Seksi PKM mempunyai tugas mengumpulkan dan mengoleh bahan
penyelenggaragn bimbungan penyuluhan serts pengawasan kesehatan masyerakat,

Paragraf Ketiga
Seksi Pelayanan Keschatan
Pasut 14

Scksi Pelayman Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pempembangan rumeh sakit, puskesmas, usaha kesehatan khusus serta pembinaan
pem  han kesehatan masyarakat dan muuingkatkan mutu pelayanan kesehatan



Pasal 15

Unl::  melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14, Seksi Pelayanan Kesehatan

me  akat mempunyai fungsi :

a Pembinsan, pengawasan mufu, pelayanan puskesmas, mengatur penyedioan
silitas  puskesmas  keliling, menganalisa laporan puskesrnas dan  pelayanan
~ukan

b.  Pembinaan ussha pengembangan . nah sakit dan peningkatan mutu pelayanan
rurnah sakit serta puskesmas.

¢,  Pembinaan rumsh-rumah sakit khusus, penyusinan rencana kebutuhan obat-cbatan
dan alat-alat kesehatan serta pengenalisaan dats, pengawasan pengelolaan obatl-
chatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu

Pasal 16

Sekx: Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dan
a & Seksi Puskesmas,

b ;b Seksi Rumah Sakit

c b Seksi Kesehatan dan Farmasi.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan
pembinaan, pengawasan perkembangan puskesmas, serta bahan | perencanaan
kebutuhan alat-alat kesehatan Puskesmas dan puskesmas pembantu

(2) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan
pembinsan, pengawasan pengembangan rumah sakit serta mutu pelayanan dan
rujukan pada nanah sakit urnum,

(3) Sub Sekst Kesehatan Khusus dan Farmasi mempuryai tuges mengumpulkan dan
mengolah bahan pembinaan mutu pelayanan kesehatan gigi, mata, mutu pelayanan
rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, serta menganslisa data laporan rumah sakit
jiwa dan rumah sakit kusta

Paragraf keempat
Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Ling! ..ngan
Pasal 18

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyal
tugas  menyelenggarekan  koordinesi  usaha-useha  peningkatan,  pencegahan,
pemberantasan  penyakit, pembinaan  teknis  pelaksanaan  upaya  pencegahan
pemberantasan penyakit serta peryehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 19

Uni'c melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18, Seksi Pencegahan, Pemberantasan

Penyurit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) mempunyai fungsi :

a. Pembinaan dan  evaluasi pelaksansan usaha-usaha pencegahan pemberantasan
penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman

b. Koordinasi useha peningkatan pencegahan, pemberantssan penyakit menular dan
peningkatan kebersihan masyarakat serta kegiatan imunisas;,



¢ ! crvisi bimbingan teknik pelaksanaan pencegahan, pemberantasan  penyakit
i ' hatan lingkungan pemukiman.

d  P.-yelidikan, penelitian terhadap penyakit menular yang bersumber dan binatang
¢ menular langsung

Pasal 20

Seksi Pencegaahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan lingkungan terdiri dari :
& Sub Seksi Pencegahan Penyakit.

b Sub Seksi Pemberantasan Penyakit

¢ Sub Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 21

CHe - Seksi Pencegahan Penyakit mempunyat tugas mengumpulkan dan mengolah
dihan  pemantapan  kegiatan  perisegahan, penelitian  epidemiologi  serta
7 anggalsnmym dan koordinei pelal anaan kegintan it

(2) bu. Sekel Pembersniasay  Pegyakit smempamyvm L mengumpulkan bahan
meaanng. evig pelsksansan pemberantasan peswekil miender vang hersuenbe
dard bisyatang serta manular lasmesorg

(3) Sub Scksi Penyehsinn  Lingoswian mehpunyval  tugs mesgumpulkas  hahan

panbimian,  cviltias  keglatan  dibidung  samne s romom,  jamban keloan
kesehatan lempat-tempat  wmum, peryehitan  mikans A omiwmEn e
lingkungan pemukiman. X

Bagian Ketiga

Unit Pela' <ana Teknis Dinas
Kesw. atan Daerah
Pasal 22

(1) ¢ Pelstags Tokme Do Ceschoten adalah pelaksana teknis  dinas yang
il tugas  meldsansakan sebaginn tugas Dinas Kesehatan dibidang rurnah
Pl Ui, fumiah skl ki, seilah Kesehatean, laboratorium dan paskesmas,
(2) Unit Pelaksana Tekmis [Hnas Xesehatan diptmpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berada dibawah dan bertiungeis: fawah kepails Kepuls Dinas.

Pasal 23

nil Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang
ditelapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Cabang Dinas Kesehatan
Pasal 24

(1) Cowg Dimm  Kesehatan  sdalih  whmar  pelaksana  Dinas  Kesehatan yang
nlaksanakan sebagian @au selusiboya tigns Dines Keschatan dan tugas pembantu

(2) Cabnels Diiny Keschatan diptmpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(3) Cabang Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan
Menteri Dalam Neperi.



(4) Cabang Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kega dalam 1 (satu) wilayah
I r.zamatan atau lebih

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Khusus sesual
bidang keahliannya

Pasal 26

(1} Kelompok Jabatan Fungsicnal terdin dan jumlah tenaga dalam jenjang jabatan
{ungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya,

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(3} Tenbinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
parundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 27

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh atas usul Bupati

(2) Kepala Unit Pelaksena Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasia. ;

Jenjan abatan, kepangkalan dan susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan
perun ng-undangan yang berlaku

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Daerah dan instansi vertikal yang
urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja,

" (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi

secara fungsional dengan sebaik-baikrya,

Pasal 34

(1) K:pala Dmnas melaksanakan tugas .erdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Lsrati

(2) ¥ sala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan
n. ngawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada
dali 11 lingkungan dinasnya,



Bali TV
KETENTUAN LAIN
Pasal 3|

Pgjac yang memimpin Satuan Organisasi  Ketatansahaan Dinas Kesehatan Daerah
schari-hari discbut sekretaris.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinos ek dopat menialankan tugasriya karena berhalangan, maka
Kepala Dinas dapnt menenjuk Kepala Sub Hagpan atau salah satu Kepala Seksi yang
tortua dan  lertliygs  pangkatra umtik mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan
Gupati.

BABY
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diahwr dalam Perstisan Daersh ini sepanjang mengenai
Peraturan Pelaksanaan abom diatur lobil L dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
dengan memperhatikan keputusan dae pedoman yang berlaku,

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
in «»ngan menempatkarmya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di : Singkil.
Pada Tanggal : 15 Februar 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/dto

(MAKMUR SYAHPUTRA, SH. )

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 22 Februari 2000
ot & Tl 2000
Acn BUPATI ACEH SINGET
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